
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR ?g TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) dan
Pasal 93 ayat (21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan pcraturan
Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat;

1. Pasal i8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, 'fambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan perrerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fabun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Mengingat





Menetapkan :

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023
tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 382);

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahwn 2024 Nomor 2, 'lambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nornor 202);

11. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Penagihan Paj ak Daerah (Berita Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 51);

MEMU'I'USI(AN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PDN'IUNGUTAN
PAJAK ALAT BERAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gllbemur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonorn.

4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Kepala Badan adaiah I(epala Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Nusa Tcnggara Barat.

6. Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pe layanan Paj ak Daerah yar-rg

selanjutnya disebut Kantor UffB-UPPD adalah unsur pelaksana
teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.



8. Paj ak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi
waj ib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempr.rnyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan vang
bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk rvakil yar-rg

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha rnrtltpltn
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terb.rtas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan ursalLa milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Iirma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontreik
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adrrlah Pajak
atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

14. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu
pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang
sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga matrusia,
beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidiLk
melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu,
termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi,
perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

15. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah
harga pasaran umum atas suatu alat berat.

16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkan pajak yang terutang.

17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satr.r) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender.

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibal'ar pacla suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau tlalam Bngi:in
Tahun Paj ak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpaj akan daerah.

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
perhimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnl'a
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.



20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnl'a
jumlah pokok Paj ak Alat Berat yang terutang.

2 1. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPOPD adalah Surat yang berfungsi sebagai permohonan
pendaftaran Pajak Alat Berat dan Dasar Penetapan Pajak'

22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 1'ang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pernba-\'arzu-t

yang ditunjuk oleh Gubernur.

23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD'

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi

administratif beruPa bunga.

24. tJtatg Pajak adatah pajak yang masih harLs dibayar termzrsr'tk

sankii Administratif berupa bunga, denda atau kenail<an yatrg

tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnt'a

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

25. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis

adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk mencgur atau

memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melr-tnusi r-ttatrg

pajaknya.
26. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP

adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis'

kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan

ketentuantertentudalamperaturanperundang.trndangiLn
perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD' STPD' Surat

kaprirr"u., Pembetulan, atau Surat Keputusan Kebe ratatr'

adalah surat keputusan
Ketetapan Pajak Daerah

27. Surat KePutusan Keberatan
keberatan terhadaP Surat
diajukan oleh Wajib Pajak.

atas
yang

BAB II
OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAI( ALAT BERA'I

Pasal 2

(1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat'

(2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:

a

b

Alat Berat yang dimiliki dan/ atau
Pemerintah Daerah, dan Tentara
Kepolisian Negara Indonesia:

dikuasai Pemerintah,
Nasional lndonesia/

Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan'

konsulat, p"t*ukil.., negara asing dengan asas timbal balik

dan lembaga internasional yang memperoleh lasilitas

pembebasan pajak dari Pemerintah Pusat'



Pasal 3

(1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki
dan/ atau menguasai Alat Berat.

(2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memillki
dan/ atau menguasai Alat Berat.

BAB III
PENDAF"IARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 4

(1) Setiap Wajib PAB diwajibkan untuk mendaftarkan objek
pajaknya menggunakan SPOPD.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Dealer/ Distributor/Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM)
kepada Kepala Badan melalui Kantor UPIB UPPD.

(3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lambat:
a. untuk Alat Berat baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat

kepemilikan dan/atau saat penguasaan;

b. untuk Alat Berat bukan baru sampai dengan tanggal
berakhirnya masa pajak;

c. untuk Alat Berat dari luar Daerah paling lambat I (satn) hari
sebelum tanggal berakhirnya masa pajak.

(4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang
memuat memuat:
a. Nama pemilik;
b. Alamat pemilik;
c. Jenis/Merk;
d. 'Ilpe/Model;
e. Tahun Pembuatan;

f . Horse Power (HPI;
g. Nomor Mesin;
h. Nomor Chasis/Nomor Rangka/Nomor Lambung;
i. Faktur Kendaraan atau Kwitansi Pembelian atau surat

perjanjian sewa atau rental alat berat atau surat penyataan
kepemilikan alat berat, yang berisi harga pasaran umum
alat berat.

(5) Bentuk dan format SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan l:agian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

Kepala Badan menerbitkan satu NPWPD kepada Wajib P.rj a'rk.



(2) Selain menerbitkan NPWPD sebagaimana
ayat (1) Kepala Badan menerbitkan nomor
setiap objek Pajak.

(3) NPWPD sebagaimana climaksud pada ayat (1) untuk orang
pribadi dihubungkan dengan Nomor induk Kependuclukan dtru
untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Bemsaha.

(4) Dalam hat Wajib Pajak tidak lagi sebagai objek dan subjck
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala
Badan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusarn
NPWPD, nomor registrasi, atas dasar permohonan Wajib Pajal(.

(5) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), I(epa1a Badan menerbitkan keputusan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan
diterima secara lengkap.

(6) Dalam hal keputusan sebzrgaimana dimaksud pada zryat (5) tictak

diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan,
permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui'

(7) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi atas
dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksr-rd pacla

ayat (5) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa kebereltan,
banding, gugatan, ataLt peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 6

(1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek
Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakttn
data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi
geografis objek Paj ak untuk keperluan administrasi perpajak:rn
Daerah.

(2) Pendataan dilakukan untuk mendapatkan seluruh data Alat
Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Wajib Pajak dalam
wilayah Provinsi.

Pasal 7

(1) Kepala Badan membuat rekonsiiiasi atas data penjualan AIat
Berat oleh Dealer/Distributor/Agen T\rnggal Pemegang Merk
(ATPM).

(2) Kepala Badan dapat melakukan pengawasan melalui Operasi
penertiban Alat Berat di lapangan.

(3) Penertiban Alat Berat dilakukan untuk memeriksa dokumen
kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat serta dokttmcn
pembayaran PAB.

dimaksud pada
registrasi untuk



Pasal 8

(1) Pendataan, rekonsiliasi, dan pengawasan AIat Berat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan olch tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri
dari unsur:
a. Bappenda;

b. Dinas Tenaga Kerj a dan Transmigrasi;
c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

e. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
f. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
g. Biro Hukum Sekretariat Daerah.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN PAB

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan PAB adalah NJAB.

(2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat.

(3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimal<sud pada
ayat (21 ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh
dari berbagai sumber data yang akurat pacla minggu pertama
bulan Desember Tahun Pajak sebelr-rmnya.

(4) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Alat Berat tidak
diketahui, NJAB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau
seluruh faktor:
a. harga Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga

yang sama;

b. penggunaan alat berat untuk umum atau pribadi;
c. harga Alat Berat dengan merek Alat Berat yang sama;

d. harga Alat Berat dengan tahun pembuatan Alat Berat yang
sama;

e. harga Alat Berat dengan pembuat Alat Berat;
f. harga Alat Berat dengan Alat Berat sejenis;
g. harga Alat Berat berdasarkan dokumen PemberitiLhuzrn

Impor Barang (PIB);

h. NJAB dengan merk dan/atau tipe yang sama di provinsi lain;
i. Kenaikan sebesar 5% (lima persen) dari nilai jual alat berat

tahun sebelumnya.



(5) Penghitungan dasar pengenaan PAB sebagaimat-ra dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengacu pada tabel yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(6) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengern
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(7) Dalam hal NJAB tidak tercantum dalam tabel yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada a1'at (5),
Kepala Badan dapat menetapkan dasar penilenzran PAB
dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Bagian Kedua
Tarif PAB

Pasal 10

Tarif PAB ditetapkan sebesar O,2o/o (nol koma dua persen) .

Bagian Ketiga
Penghitungan dan Wilayah Pemungutan

Pasal 11

(1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengrin cara
mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksurd
dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10.

(2) PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
penguasaan Alat Berat.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Kepala Badan menerbitkan SKPD.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pcnclaftareLn
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Berclan
menerbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang
diperoleh atau dimiliki Daerah.

(3) Penetapan besarnya PAB 'lerutang dalam SKPD dihitung unturk
jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turLrt te rhitung
sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

(4) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat ke
luar Daerah, PAB tidak dipungut lagi sampai dengan
berakhirnya jangka waktu masa berlakunytr PAB.

(5) Dalam ha1 terjadi keadaan kahar (force nutjeure) ytrttg
mengakibatkan kepemilikan dan/atau penguasaan AIat Berat
tidak sampai 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat
mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk
jangka rvaktu yang belum dilalui.



(6) Apabila terjadi perubahan data dan/ atau Alat Berat r-usak berat
sehingga tidak dapat dioperasionalkan, Wajib Pajak melaporkan
kepada Kepala Badan.

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayzrt (6) 1'ang terkait
dengan Alat Berat rusak berat dengan melampirkan bukti
kerusakan.

(8) Bentuk dan format SKPD sebagaimana dimaksud pirda a-veLt (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bzigian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

(1) PAB wajib dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas)

bulan.

(2) Pembayaran PAB dilakukan pada Kantor UFrIB UPPD dengan
menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipel'samakan.

(3) Pembayaran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik (non

tunai).

(4) Pembayaran dianggap sah apabila SSPD atau dokumen lain
yang dipersamakan telah divalidasi sebagai bukti pemberyarau.

(5) Pembayaran PAB diterima oleh bendahara penerimaan atiiu
Bendahara Penerimaan Pembantu.

(6) Bentuk dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian ddak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

(1) Penyetoran PAB oleh bendahara penerimaan atau bendahara
penerimaan pembantu, dilakukan dengan menggunakan S'1'S.

(2) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaatl Pembantu,
wajib menyetorkan PAB ke Rekening Kas Umum Daerah paling
lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jan-r.

(3) Pembayaran PAB melalui transaksi elektronik (non tunai)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diterima oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bappcnda yang

ditunjuk oleh Gubernur melalui Rekening Bendahara
Penerimaan Pembantu Nontunai paling lambat 2 x 24 (dun kali
dua puluh empat) jam hari kerja.

(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama.



Pasal 15

Keterlambatan atas pembayaran PAB dikenakeLn sanksi
administratif berupa bunga sebesar 17o (satu persen) pcr buiar-r dari
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dihitung clari [aLnggerl

jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pernbayaran,
untuk jangka waktu paling lama 12 (dua beias) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VI
PEMERII(SAAN PAJAI<

Pasal 16

(1) Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dar-r tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perunclang-
undangan.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhatr keu,ajibarr
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam hal:
a. Wajib Pajak mengaj ukan pengembalian atau l<ompensasi

kelebihan pembayaran Paj ak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konl<ret yang
menunjukkan bahwa Paj ak yang terutang tidak atau kurang
dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan
berdasarkan anlisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksr.rd pada
ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
a. pemberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NPWPD;

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dall/€ttaLl

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tuj uan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan
materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 17

(1) Daiam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 16, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dol<umen lain yang
berhubungan dengan objek Paj ak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberil<an bantuan
guna kelancaran pemeriksaan; dan/atart

c. memberikan keterangan yang diperlukan.



(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada
pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan
tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksnan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kevvajiban scbagaimarta
dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan
secara jabatan.

BAB VII
PtrNAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Utang Paj ak sebagaimana tercantum dalam SKPD, S1'PD, SurLrt
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan I(ebcrirtan, dtrn
Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surzrt l(eputusan
Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) yang mengakibatkan jumlah PAB yang harus dibayar
bertambah, harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterbitkar-r.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Paj ak Daerah

Pasal 19

(l) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD dalam hal:

a. PAB da-lam suatu masa pajak tidak atau kurang dibayar; atau

b. Surat keputusan pembetulan, surat keputr-rsan l<eberatan,
dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah
jatuh tempo pembayaran.

(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa pokok Pajak yang ticlak dibayar
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebcsar I% (satu
persen) per bulan dihitung dari Pajak 1'trng tidztl< dibtLyarr,

dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengern

tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lzrtna 12 (dua
belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada a1,at (l )

huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak
atau kurang dibayar, clihitung dari tar-rggal jaruh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lana 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnla
Pajak serta bagian dari bulan dihitung penul-r I (satu) bulan.

(4) Bentuk dan format STPD sebagaimana dimaksud pada a1,at (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bargian ticlrrk
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Surat Teguran dan Surat Parksa

Pasal 20

(1) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembal,arern
atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak deng:rn
menggunakan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Badan.

(2) Penagihan Paj ak dengan menggunakan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penerbitan
Surat Teguran.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada a)-at l2J
mencantumkan batas u,aktu pelunasan Utang Pajak olcl-l
Penanggung Paj ak.

(4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak,
terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

Pasal 2 I
(1) Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, dilakukan sctelah

melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak
disampaikan Surat Teguran sebagai berikut:
a. Surat teguran I, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak diterbitkannya STPD;

b. Surat teguran II, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari l<elja
terhitung sejak diterbitkannya surat tegurern I; dan

c. Surat teguran III, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterbitkannya surat teguran II.

(2) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya
setelah melewati jangka waktu 2 x24 (dua kali dua puluh empat)
jam sejak Surat Paksa clisampaikan, diterbitkan surat perinlah
melaksanakan penyitaar-r.

(3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak setelzrh
dilakukan penyitaan, Kepala Badan berwenang melaksanakan
penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang terhadap barang
yang disita.



(4) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah
jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejark
pengumuman lelang.

(5) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar
biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang
pajak yang belum dibayar.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, ATAU

PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POI(OK PAJAK

Pasal 22

(1) Gubernur melalui Kepala Badan dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembal,aran atas
pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi
Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada a1'at ( 1) palirig
sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat
likuiditas Wajib Pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjurt mengenai Tata Cara Pemberian
pengurangan, keringanan dan pembebasan, penghapusan atau
penundaan pembayaran PAB diatur lebih lar-rj urt dcngar-r
Keputusan Kepala Badan.

BAB IX
PtrMBETULAN DAN PEMBATALAN KETtr1'APAN

Pasal 23

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Iie pala
Badan dapat melakukan pembetulan dan pembatalan SI(PD,
STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalathan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruarl penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perunclang undangan
perpajakan Daerah.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetarpkar.r
dalam Surat Keputusan Pembetulan dan Pembatalan.

(3) Dalam hal pembetulan dan pembatalan didasarkan atas
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan
melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperlukan

(5) Dalam hal pembetulan dan pembatalan didasarkan atas
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksurd pada ayat (3),
kepala badan wajib menerbitkan Surat KepLrtllsan Pembctulan
dan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada a),at (2) dalarn
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permohonan pembetulan diterima.



(6) Surat Keputusan Pembetulan dan Pembatalan sel:agaimatra
dimaksud pada ayat (5) berisi berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengzrn

membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa
menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah
Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif bcrupa
bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan
maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau cliterbitkzrn
tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedalurvarsa

setelah melampaui waktu 5 (1ima) tahun terhitung sejali saat

penetapan SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atalt

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Sr-rrat Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurui a, kedaluu'arsa
Penagihan dihitung sejak tanggal penyamperian Surat Teguran

dan/atau Surat Paksa.

(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajerk dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajal< dan

belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagairnatra

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajutrn

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dar-t

permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(6) Dalam hal terdapat peugakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud per.da ayat (2) I-ruruf b, lcedaluivarsa

Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.



BAB XI
KEBERATAN DAN BANDINC

Bagian Kesatu
I(eberatan

Pasai 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada I(e pala Badan
atas penerbitan SKPD.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajr-rkan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan juml.rh
Paj ak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atartt dipungut
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan discrtai alasan
yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) bulan sejak tanggal SKPD ditetapkan, tanggal pemotong.tn

atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali
jika Wajib Paj ak dapat menunjukan bahwa jangka rvaktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar'

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melil:uti:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernttr'

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar

paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak'

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayaL (3), dan ayat (5) tidak dianggap

sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan'

(7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Iiepalla

badan atau tanda pengiriman surat keberatan raelalui surat pos

tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan'

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka u'aktu
pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar padar saat

pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan i (satu) bulzrn

sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Kebe ratlrn'

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar patla saat pengajuan

permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebeLgaimantr dimaksud

dalam Pasal 18 aYat (1).



Pasal 26

(1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, hanrs memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasiLrkirn
hasil Penelitian sama dengan Paj ak yang terutang menurlrt
Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Paj ak terutang berdasarkan
hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak 1'ang terutang
menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terulang clalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib
Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalarn hal
Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih beszrr dari
Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ kele'tapat r lrtttg
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan tidak membedkan suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap ditcrima
atau dikabulkan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mer-rgajukan permohonan banding han.r'a

kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputus.rn Keberatan
yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimatrit dimaksr.rd
dalam Pasal 26 ayat (2) paling lama 3 (tiga) btrlan sejak
keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat I(eputusan
Keberatan.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pacler ayat (l)
diajukan secara tertulis dalam bahasa inclonesia dan dcngan
disertai alasan yang jelas.

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pacta ayat (l)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1

(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngurndangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal E3 JuIi 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGN TU BARAT,

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 JuIi
SEKRETARIS DAE NS NTB,

H. LALU G

BERITA DAERA PROVIN SATENGGARA BARATTAHUN 2024 NOMOR 2'





LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR q TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

A. Surat Penda-ftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD)

Kqry BADAN pENGELoLAot??*oo.ArAN DAEnAH

SURAT PENDAFTARAN OI}JEK PAJAK DAEITAH (SPOPD)

PAJAK ALAT BBRAT

No. Pcnclaliallrn :

A, IDENTITAS PEMILIK
l. Nama Pemilik/ Penguasa
2. Status Kepemilikan
3. MK/NIB
4. Alamat
5. Nomor Telp/ I{p
6. Kegunaan

B. IDENTITASALATBERAT
1. No. Registrasi
2. Jenis
3. Merk/ Type
4, Thn Penrbuatan/ perakitan
5. Horse Power/ Isi Silinder / CC
6. No. Rangka
7. No. Mesin
8. Bahan Bakar

C. JENIS PENDAFTARAN
Alat Berat Baru
Tanggal Faktur

Alat Berat Bukan Baru
Tanggal Pendataan

Luar Daerah
Tanggal Fiskal

Ganti Pemilik
Nama l'emilik Baru
Alamat

Ganti Mesin
I{arga Pembelian

WAJIB PAJAK,/ KUASA
Mataram,.................. .

a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatttn Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kepala UPTB UPPD ..............

NIP.

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuiri

dengan keadaan sebenamya saya bersedia dan sanggup ditunttlt sesuai dengan ketenttran

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E
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B. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Nama
Alamat
NP!r'PD
Nomor HP

Nomor Registrasi
Jenis

Me rk/'fype
Tahun Penrbuatan/ Perakilan
Horse Power/ Isi Silinder/ CC
No. Rangka
No. Mesin
Bahan bakar

NJAB
Taril
Pokok PAB
Sanksi Adminishasi

Jumlah PAB Terutang

@
KOP

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH

SUIIAT KIil'ETAPAN
PAJAK DAEIIAI'I

PAJAK ALAT I]EIIAT

Tahun Pajak ;

Nontor

1'tM
IT/SYSTEN,I

Berlaku sampai

Ditetapkan Tql

PERHATIAN

BARCODE

Petuqas Penetapan Bendahara Penerima

1. Harap penyetoran dilakukan di Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu

pada UPTB UPPD - Bappenda Provinsi NTB atau melalui pembayaran elektronik ke

Rekening Kas Umum Daerah Provinsi NTB Pada Bank NTB Syariah dengan Non]or

Rekening 21.0587.00-6

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu / latuh tempo

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% perbulan.

Matararn, ............
An. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kepala UPTB UPPD

NP

l
MODEL DPD..lOA

.. Gunting disini

TANDA TERII\4A

No. SKPD:.......

TANDA TERIMA

NPWPD
Nama
Alamat

.....,,..,,....., Tahun 20

Yang Menerima,

--J
I\4ODEL DPD - lOA

Lembar 1 (putih) untuk Wajib Pajak

Lembar 2 (merah) untuk Dinas pendapatan Daerah Provinsi NTB

Lembar 3 ru untuk PPDRD Dl nda Provinsi NTB

-1-

I Densan Huruf :

I

(



@

N.]AB
Tarif
Pohok l'AlJ

Nomor Registrasi
Jenis
Merk/type
Tahun Pembuatan/perakitan
Horse Power/ Isi Silinder/ CC
No. Rangka
No. Mesin
Bahan Bakar

Junr Iah l'.\ l]
Telutnng

Ruang untuk Teraar.r

Kas Register/ Tanda Tangan
Petugas Penerima

Diterima oleh
Pelugas Tempat Pembayaran

Tanggal,

Tanda Tangan

Nanra Jelas

C. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

BARCODE
Nama

Alanlat
NPWPD
No. FIP

SSPD
(SURAT SETORAN PAJAK I)AERAH)

Tahut :,......

La in- lain

'l ahLur

Pcnl,e tor'

Menvetor berdasarkan

No. SKPD :

JATUH TEMPO SKPD

Dengan Hurul :

SKPD

STPD

SK Pembetulan

SK Keberatan

Tim IT/SYSTEM

KOP
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH



N
qry

KOP
BADAN Pf, NGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH

STPT)
(SURAT TAGIHAN PAJAK

DAERAH)
PAJAK ALAT BEII.AT

l'ah un

D. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Alat Berat

Nama
Alamat
NPWPD
No. HP
Tanggal Jatuh Tempo

Berdasarkan Pasal l8 ayat (l) Peraturan Gubemur Nornor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pr-nrunqtrtrn l)ljal, .\llt
Berat telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kervaiibarr :

Nama Pajak : Pajak Alat Berat

II. Dari penelitian dan atau penteriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harr.rs diblyar adrlah sciragai
berikut :

Kode Rekening Pajak

Pajak yang tidak dan/atau
kurang bayar
Sanksi Administrasi
a. Bunga
Jumlah yang masih harLrs

dibayar(l + 2a)

2

3

Rp

Rp

Rp

Dengan Huntf :

Mataram, ... ............ ...........20 ...
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Provinsi NTB

NAMA
NIP.

PERHATIAN:
Harap penyetoran dilakukan di Bendahara Penerima pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Prolinsi Nl'B irtau ke
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi NTB (Bank NTB Syariah) dengan Nomor Rekening 21.05807.00-6 rlengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Lembar I (Putih) ; Untuk BKP Unit yang bersangkutan/ penyetor
Lembar 2 (Kuning) : Untuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Lembar 3 (Merah) : Untuk Pemegang Kas Daerah

PJ. GUBERNUR NUSA TENCGARA BARA'I ,

HASSANUDIN

NOMORfTfrtTT rr

-t
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